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ABSTRAK

LPD dalam menjalankan kegiatan operasionalnya perlu menerapkan struktur pengendalian intern
yang efektif. Penelitian ini dilakukan di 36 LPD di kabupaten Buleleng dengan 108 orang
responden. Pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling dengan teknik analisis
kuantitatif. Analisis data struktur pengendalian intern didasarkan pada kuisioner dinilai
berdasarkan Skala Likert. Hasil analisis ditemukan bahwa 19,44% diantaranya termasuk LPD
yang kurang efektif, 16,67% cukup efektif dan 63,89% termasuk sangat efektif. Setelah
dibandingkan tingkatan efektivitas dengan perubahan kredit macet dari tahun 2010-2011, terdapat
LPD yang kurang efektif, namun tidak memiliki kredit macet, serta adanya LPD yang sangat
efektif namun memiliki perubahan kredit macet yang naik.

Kata kunci: efektivitas, kredit macet, LPD, sistem pengendalian intern

ABSTRACT

LPD in running its operations necessary to implement an effective internal control structure. The
study was conducted in 36 LPD in Buleleng regency with 108 respondents. Sampling using
random sampling with quantitative analysis techniques. Internal control structure of the data
analysis was based on questionnaires assessed by Likert Scale. The results of the analysis found
that 19.44% of them including LPD less effective, 16.67% and 63.89% is quite effective, including
highly effective. Having compared the level of effectiveness with non-performing loans changes
from year 2010-2011, LPD are less effective, but do not have non-performing loans, as well as the
LPD is very effective but has a change of rising bad debts.

Keywords: effectiveness, non-performing loans, LPD, the internal control system

PENDAHULUAN

Berkembangnya lembaga-lembaga keuangan non bank di pedesaan sangat
membantu masyarakat desa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian
desa.Pelayanan jasa keuangan masyarakat di desa dilakukan oleh lembaga-
lembaga, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Perkreditan Desa

(LPD), koperasi dan pegadaian (Damayanthi, 2011).LPD berfungsi sebagai salah



satu wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat, menjalankan
fungsinya dalam bentuk usaha-usahakearah peningkatan taraf hidup krama desa
dan dalam kegiatan usahanya banyak menunjang pembangunan desa.Peran LPD
disini sangat penting dalam upaya mewujudkan pembangunan desa, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri serta
mewujudkan pertumbuhan usaha mikro dalam wilayah pedesaan.Lembaga
Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan
penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat beroperasi pada suatu wilayah
adminitrasi desa adat dengan dasar kekeluargaan antarwarga desa.Dalam
praktiknya pelaksanaan manajemen LPD sering menemukan berbagai
kendala.Latar belakang badan pengawas yang ex offisio diketuai oleh Bendesa
Adat acap kali tidak dapat melakukan pengawasan secara intensif yang
disebabkan oleh beberapa hal, seperti perangkapan tugas pengawasan dengan
tugas-tugas lainnya sebagai bendesa adat.Di samping itu, pengalaman di bidang
pengawasan lembaga keuangan biasanya jarang dimiliki oleh seorang Bendesa
Adat.Demikian juga pengalaman pengurus yang rata-rata terbatas di bidang
lembaga keuangan sebelum mereka menjadipengurus LPD. Selain hal disebutkan
diatas, hal yang banyak terjadi yaitupetugas di bagian kredit kurang selektif dalam
menyeleksi nasabah yang mengajukan kredit ke LPD sehingga kredit cukup
mudah dicairkan.Hal ini menandakan bahwa prosedur kredit yang seharusnya
dilaksanakan secara baik dan benar tersebut malah dilaksanakan dengan seadanya
saja.Dalam hal ini sistem pengendalian intern yang baik sangat dibutuhkan untuk

menekan terjadinya kredit macet tersebut.Dimana struktur pengendalian intern



adalah struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk
menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi,
mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi,
2001:163).

LPD yang ada di Kabupaten Buleleng berjumlah 166 yang tersebar di 9
kecamatan di Kabupaten Buleleng.Dari jumlah LPD yang terdapat di Kabupaten
Buleleng, terdapat 21 buah LPD yang bermasalah.Namun, setelah dibina, 4 LPD
mampu bangkit dan 17 masih mengalami masalah (Dikutip dari
http://www.bisnisbali.com/2011/06/08/news/perbankan/cfg.html, tanggal 8 Juni
2011, diunduh tanggal 20 Juni 2012).Pemicu utama macetnya LPD di Buleleng,
sebagian besar karena pengelolaan oleh pengurus tidak transparan kepada desa
pakraman.Pemicu lainnya, akibat angka kredit macet yang cukup tinggi dialami
LPD.Kredit macet ini muncul karena pengelola tidak selektif sebelum
memutuskan realisasi kredit kepada nasabah peminjam.Padahal dalam bisnis
keuangan, selektif sebelum memutuskan pinjaman ini harus berdasarkan kajian
mendalam.Bahkan jika calon nasabah debitur dianggap tidak layak mendapatkan
pinjaman, pengelola harusnya tegas menolak realisasi pinjaman.Namun
kenyataanya di lapangan, realisasi kredit tanpa analisis sehingga kredit macet
terus membengkak dan akhirnya LPD bangkrut.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada nasabah di LPD, sistem
pengendalian intern harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena sistem
pengendalian intern yang baik ini akan sangat membantu LPD dalam menghindari

adanya fraud atau kecurangan-kecurangan yang akan merugikan nasabah serta



citra LPD itu sendiri. Sistem pengendalian intern merupakan faktor yang
menentukan dapat dipercaya atu tidaknya laporan keuangan yang dihasilkan
perusahaan dengan demikian perlu adanya konsep-konsep yang mendasarinya
yaitu tanggung jawab manajemen, jaminan yang memadai, metode pengolahan
data dan Kketerbatasan pengendalian (Bu, 2006). Dengan adanya sistem
pengendalian intern ini akan memberikan batasan tersendiri terhadap apa yang
sebaiknya dilakukan dan yang tidak sebaiknya dilakukan. Dalam hal pemberian
kredit, struktur pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian,
sistem akuntansi dan prosedur pengendalian ini dapat diterapkan dan
menyesuaikan dengan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang dimiliki

oleh setiap LPD.

KAJIAN PUSTAKA
Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2002:134), efektivitas adalah ukuran berhasil
tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya walaupun dengan biaya yang lebih
besar karena disini efektivitasnya hanya melihat apakah suatu program atau
kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

Prijanto (2005:53) menyatakan bahwa efektivitas merupakan salah satu
kriteria yang digunakan untuk menilai prestasi kerja dari suatu pusat
pertanggungjawaban tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas

adalah suatu ukuran yang menyatakan suatu tingkat pencapaian atau keberhasilan



suatu kegiatan atau pekerjaan dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
Kredit Macet

Menurut Hermanto (2006:16), kredit macet adalah kredit yang tidak lancar
dan telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah
bersangkutan.

Sedangkan menurut Siamat dalam Hermanto (2006 : 16), kredit macet atau
Problem Loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya
faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena diluar kemampuan debitur.

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah piutang
yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar dan
diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor
tertentu.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang
perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang
Lembaga Perkreditan Desa, LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa,
yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa.
LPD ini dapat didirikan pada desa dalam wilayah Kabupaten/Kota, dimana tiap-
tiap desa hanya dapat didirikan satu LPD.

Menurut Damayanthi (2011), LPD merupakan badan usaha keuangan
milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan krama desa.

Modal LPD salah satunya berasal dari swadaya masyarakat atau urunan krama



desa dimana sebagai lembaga desa LPD mempunyai tanggung jawab ekonomi
dan sosial pada masyarakat desa. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8, Tahun
2002 tentang LPD disertai Keputusan Gubernur Bali menjelaskan bahwa
keuntungan bersih LPD pada akhir tahun 3 pembukuan sekitar 20% untuk dana
pembangunan desa dan 5% untuk dana sosial. Hal ini menunjukkan bahwa LPD
mempunyai peranan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adat.
Struktur Pengendalian Intern
Struktur pengendalian intern adalah struktur organisasi, metode dan
ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek
ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong
dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001:163). Halim(2001:197),
mengemukakan bahwa struktur pengendalian intern adalah rangkaian proses yang
dijalankan entitas, yang mana proses tersebut mencangkup kebijakan dan prosedur
sistematis, bervariasi dan memiliki tujuan utama.
Menurut Halim (2001:193),struktur pengendalian internmemiliki unsur-

unsur sebagai berikut:
1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan pengaruh gabungan dari berbagai faktor

dalam membentuk, memperkuat, atau memperlemah efektivitas kebijakan dan

prosedur tertentu.
2) Sistem akuntansi

Sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan untuk:



a) Mengidentifikasi, menghimpun, menganalisis, mengelmpokkan, mencatat,
dan melaporkan transaksi satuan usaha dan

b) Menyelenggarakan pertanggungjawaban aktiva dan utang Yyang
bersangkutan dengan transaksi tersebut.

3) Prosedur pengendalian

Prosedur pengendalian melengkapi struktur pengendalian intern. Prosedur

pengendalian adalah kebijakan dan prosedur sebagai tambahan terhadap

lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang telah diciptakan

manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tertentu

suatu satuan usaha akan tercapai.

METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Perkreditan Desa yang berlokasi di
Kabupaten Buleleng.
Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini adalah skor jawaban yang diberikan oleh
responden.Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah nama-nama LPD
di Kabupaten Buleleng dan jumlah kredit macet LPD.
Populasi, Sampel, Metode Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah LPD yang berada di Kabupaten
Buleleng. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan

menggunakan metode penarikan sampel acak sederhana, sampel diambil



sedemikian rupa sehingga setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang

sama untuk dipilih menjadi sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah LPD yang

berada di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng, dimana setiap
kecamatan diambil 4 LPD untuk mewakili setiap kecamatan.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode
survei dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner yang dinyatakan
dengan menggunakan skala Likert.

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian apakah instrumen data penelitian
berupa jawaban responden yang telah dijawabdengan benar atau tidak.Pengujian
tersebut meliputi pengujian validitas dan pengujian reliabilitas. Teknik analisis
yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif yaitu teknik data dengan
melaksanakan perhitungan-perhitungan sehubungan dengan penilaian terhadap
penerapan struktur pengendalian intern dalam pemberian kredit yang diterapkan
oleh LPD serta membandingkan dengan perubahan perkembangan jumlah kredit
macet pada LPD. Menurut Munawaroh (2008), adapun langkah-langkah dalam
pengujian efektivitas adalah:

a) Menyebarkan daftar pertanyaan tertulis (kuisioner) kepada seluruh responden
yang sebelumnya telah penulis tetapkan. Dalam hal ini ditetapkan tiga
responden yang dianggap mewakili terhadap permasalahan yang berhubungan
dengan pemberian kredit.

b) Pertanyaan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertanyaan umum yang

menyangkut identitas responden, dan pertanyaan khusus yang berhubungan



d)

f)

9)

dengan efektivitas sistem pengendalian intern dalam prosedur pemberian
kredit.

Meminta dan mengumpulkan kembali seluruh daftar pertanyaan (kuesioner)
yang telah diisi oleh responden.

Mengelompokkan jawaban berdasarkan masalah. Dimana dari seluruh
jawaban responden atas pertanyaan khusus, dalam hal ini variabel prosedur
pengendalian dihitung jumlah jawaban ”Selalu”, ”Sering”, “Jarang”, dan
”Tidak pernah”.

Selanjutnya untuk setiap jawaban akan diberikan nilai jawaban “Selalu”
nilanya 4, “Sering” nilainya 3, “Jarang” nilainya 2, dan “Tidak pernah”
nilainya 1

Menghitung jumlah jawaban “Selalu” dan banyaknya pertanyaan untuk setiap
kelompok.

Memasukkan jumlah jawaban “Selalu” dan jumlah pertanyaan ke dalam
rumus skor ideal dan menghitung besarnya prosentase jawaban “Selalu”,

untuk kelompok Prosedur

Jumlah jawaban Selalu

x 100%

Pengendalian:= ;
Jumlah seluruh jawaban responden

Perhitungan tersebut dilakukan terhadap ketiga unsur struktur

pengendalian intern pada tiap LPD.Berdasarkan perhitungan tersebut dapat

diketahui bahwa penerapan struktur pengendalian intern atas prosedur pemberian

kredit termasuk dalam kriteria tidak efektif, kurang efektif, cukup efektif, atau

sangat efektif.



Dari ketiga hasil prosentase tersebut, maka dapat dihitung rata-ratanya
yaitu:

Dari aspek Lingkungan Pengendalian = x%

Dari aspek Sistem Akuntansi = y%
Dari aspek Prosedur Pengendalian  =2z% +
=( X+y+z)%

Rata-rata persentase efektivitas sistem pengendalian intern dalam upaya
menekan terjadinya kredit macet pada LPD, yaitu:
= ( x+y+2)%/ 3 = nilai efektifitas sistem pengendalian intern LPD
Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka sistem pengendalian intern
dalam upaya menekan terjadinya kredit macet pada LPD dapat dimasukkan ke
dalam kategori efektivitas yang sesuai.
Sesuai dengan topik yangdiambil, dilakukan interpretasi sebagai berikut:
Untuk efektivitas struktur pengendalian intern dalam pemberian kredit di
LPD dari hasil yang diperoleh adalah:
1) 0%-25% berarti struktur pengendalian intern dalam pemberian kredit di LPD
tidak efektif.
2) 26%-50% berarti struktur pengendalian intern dalam pemberian kredit di LPD
kurang efektif.
3) 51%-75% struktur pengendalian intern dalam pemberian kredit di LPD cukup
efektif.
4) 76%-100% berarti struktur pengendalian intern dalam pemberian kredit di

LPD sangat efektif.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Seluruh instrument yang digunakan dinyatakan valid karena memiliki nilai
pearson correlationdiatas 0,30 sehingga instrument tersebut dapat digunakan
dalam analisis efektivitas struktur pengendalian intern dalam upaya menekan

terjadinya kredit macet pada Lembaga Perkreditan Rakyat se-Kabupaten

Buleleng. (Lihat pada tabel 1).

Tabel 1 Pengujian Validitas

Variabel Butir Nilai Keputusan
Pertanyaan
Lingkungan  Pengendalian X1.1 0,631 Valid
(X1) X1.2 0,679 Valid
X1.3 0,613 Valid
X1.4 0,748 Valid
X1.5 0,735 Valid
X1.6 0,772 Valid
X1.7 0,684 Valid
Sistem Akuntansi (X2) X2.1 0,743 Valid
X2.2 0,795 Valid
X2.3 0,652 Valid
X2.4 0,795 Valid
X2.5 0,874 Valid
Prosedur Pengendalian (X3) X3.1 0,757 Valid
X3.2 0,797 Valid
X3.3 0,690 Valid
X3.4 0,895 Valid
X35 0,762 Valid
X3.6 0,621 Valid
X3.7 0,859 Valid
X3.8 0,873 Valid




Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai alpha dengan

croanbach alpha (0,60). Instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki alpha>

0,60. (Lihat Tabel 2).

Tabel 2 Pengujian Reliabilitas

Variabel Nilai Croanbach Keputusan
alpha
Lingkungan Pengendalian (X1) 0,819 0,60 Reliabel
Sistem Akuntansi (X2) 0,831 0,60 Reliabel
Prosedur Pengendalian (X3) 0,873 0,60 Reliabel

Analisis Pengujian Efektivitas

1)

2)

Berdasarkan perhitungan didapat hasil sebagai berikut (lihat tabel 3):

Dari 36 sampel LPD yang diteliti, 19,44% dari LPD tersebut memiliki tingkat
efektivitas yang kurang, 16,67% memiliki tingkat efektivitas yang cukup dan
sisanya dengan persentase terbesar yaitu 63,89% dari LPD tersebut masuk
dalam kategori sangat efektif.

Terdapat 6 LPD yang memiliki tingkat efektivitas yang kurang, dimana
57,14% dari LPD tersebut memiliki perubahan nilai kredit macet yang naik
dari periode tahun 2010-2011, 28,57% memiliki nilai kredit macet yang tetap,
dan sisanya 14,29% ternyata tidak memiliki kredit macet. Hal ini dapat terjadi
dikarenakan 2 sebab, yaitu (1) alat uji berupa kuisioner yang pertanyaannya
bersifat teoritis sehingga keakurasiannya lemah, dan (2) responden yang
menjawab secara asal. Dengan tingkat efektivitas yang kurang efektif tersebut
seharusnya berbanding terbalik dengan perubahan nilai kredit macet yang

dimiliki oleh LPD.



3)

4)

Pada tingkat efektivitas yang cukup efektif, terdapat 50% LPD yang memiliki
perubahan nilai kredit macet yang tidak berubah alias tetap dari periode tahun
2010-2011 dan persentase yang sama yaitu 50% LPD tidak memiliki kredit
macet dari tahun 2010-2011.

Terdapat 23 LPD yang memiliki tingkat efektivitas yang sangat efektif,
dimana dari 23 LPD tersebut 60,87% LPD tidak memiliki kredit macet dari
tahun 2010-2011, 8,69% LPD memiliki perubahan nilai kredit macet yang
tetap, 4,35% LPD memiliki perubahan kredit macet yang naik dan sisanya
26,09% LPD memiliki perubahan kredit macet yang turun dari periode tahun
2010-2011. Dengan tingkat efektivitas yang tinggi seperti ini, pada
kenyataannya terdapat LPD yang memiliki perubahan kredit macet yang tetap,
bahkan naik. Seharusnya, dengan tingkat efektivitas yang sangat efektif ini,
LPD tidak memiliki kredit macet atau turun, namun hal ini terjadi meskipun
dengan persentase yang kecil. Hal ini dapat terjadi karena kelemahan
penelitian yaitu kuisioner yang bersifat terlalu teoritis sehingga responden

cenderung menjawab secara normatif dan kurang bersungguh-sungguh.



Tabel

Kabupaten Buleleng periode 2010-2011

3 Data Nilai Efektivitas, Kredit Macet serta Perubahan Kredit Macet LPD di

Nilai Efektivitas Kredit r_nacet Perubahan
No Nama LPD Ket (dalam ribuan) Kredit Ket
X y z (x+y+2)/3 Th Th Macet
2010 2011
1 LPD Seririt 56,25 | 47,06 49,31 50,87 KE - - 0| TM
2 LPD Puncak sari 42,11 | 47,05 40 43,05 KE 4.700 4.700 0 Tt
3 LPD Anturan 49,23 | 53,84 46,15 49,74 KE 14.000 44.000 30.000 N
4 LPD SangsitDanginYeh | 50 47,05 44,44 47,16 KE 2.057 2.057 0 Tt
5 LPD Bebetin 50 47,05 40 45,68 KE 141.337 | 193.966 52.629 N
6 LPD Tejakula 50 47,05 50 49,02 KE 4.532 6.213 1.681 N
7 LPD Penuktukan 40 53,84 48,78 47,54 KE 15.455 22.340 6.885 N
8 LPD Banyupoh 65,75 | 100 61,18 75,64 CE 10.624 10.624 0 Tt
9 LPD BanjarTegeha 68,75 | 65,31 67,47 67,17 CE - - 0| ™
10 LPD Dencarik 60 100 46,15 68,72 CE - - 0| ™
11 LPD Tinggasari 78,87 | 89,36 55,70 74,64 CE - - 0| ™
12 LPD Lumbanan 69,57 | 66,67 68,97 68,40 CE 58.718 58.718 0 Tt
13 LPD Bondalem 67,61 | 72,72 68,97 69,77 CE 31.893 | 31.893 0 Tt
14 LPD Pejarakan 89,47 | 100 90,32 93,26 SE - - 0| ™
15 LPD Pengulon 72,72 | 100 88,88 87,20 SE - - 0| ™
16 LPD Pemuteran 87,18 | 91,23 90,32 89,58 SE - - 0| ™
17 LPD Patemon 91,14 | 100 77,27 89,47 SE - - 0| TM
18 LPD Gunung Sari 82,05 | 100 65,12 82,39 SE 1.379 1.379 0 Tt
19 LPD Bubunan 60,60 | 100 91,20 83,97 SE 800 800 0 Tt
20 LPD Gobleg 69,56 | 100 90,32 86,63 SE - - 0| TM
21 LPD Banjar 72,72 | 100 79,12 83,95 SE - - 0| TM
22 LPD Titab 66,67 | 100 82,76 83,14 SE - - 0| TM
23 LPD Telaga 47,45 | 100 89,41 78,95 SE - - 0| ™
24 LPD Penarukan 91,13 | 84,21 88,89 88,08 SE - - 0| ™
25 LPD Pemaron 80 100 87,91 89,30 SE - 7.055 7.055 N
26 LPD TukadMungga 91,14 | 100 86,96 92,70 SE - - 0| ™
27 LPD Ambengan 91,14 | 100 75,95 89,03 SE - - 0| ™
28 LPD Sangket 68,75 | 94,92 90,32 84,66 SE - - 0| TM
29 LPD Panji 60 100 88,89 82,96 SE 55.000 | 44.000 11.000 T
30 LPD Sawan 80 89,66 90,32 86,67 SE 4.799 3.578 1.221 T
31 LPD Menyali 87,18 | 94,92 90,32 90,81 SE 5.825 4.037 1.788 T
32 LPD Kubutambahan 82,05 | 89,65 87,36 86,35 SE 14.885 1.884 13.001 T
33 LPD Tajun 73,68 | 94,92 82,76 83,79 SE 28.489 9.145 19.344 T
34 LPD Depeha 84,21 | 94,92 87,36 88,83 SE 8.621 1.500 7.121 T
35 LPD Sanih 87,18 | 100 91,30 92,83 SE - - 0| TM
36 LPD Sambirenteng 87,18 | 94,92 86,96 89,69 SE - - 0| TM

Keterangan tabel:
KE =

Kurang Efektif

CE = Cukup Efektif
SE = Sangat Efektif
™ = Tidak Macet
T = Turun

Tt = Tetap

N = Naik




SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan, maka dapat diambil simpulan
bahwa dari 36 sampel LPD yang diteliti sistem pengendalian internya dalam
upaya menekan terjadinya kredit macet, 19,44% dari LPD tersebut memiliki
tingkat efektivitas yang kurang efektif, 16,67% memiliki tingkat efektivitas yang
cukup dan sisanya dengan persentase terbesar yaitu 63,89% dari LPD tersebut
masuk dalam kategori sangat efektif. Setelah dibandingkan tingkatan efektivitas
dengan perubahan kredit macet dari tahun 2010-2011, terdapat LPD yang
memiliki efektivitas yang kurang efektif, namun tidak memiliki kredit macet
dengan persentase sebesar 14,29%, serta adanya LPD yang memiliki tingkat
efektivitas sangat efektif namun 4,35% diantaranya memiliki perubahan kredit
macet yang naik. Hal ini dapat terjadi karena kelemahan penelitian yaitu kuisioner
yang bersifat terlalu teoritis sehingga responden cenderung menjawab secara
normatif dan dapat jugak dikarenakan responden yang menjawab kurang
bersungguh-sungguh. Meski terdapat fenomena seperti itu, secara umum LPD di
kabupaten Buleleng dapat dikatakan telah efektif sistem pengendalian internnya
dalam upaya menekan terjadinya kredit macet. Hal ini dibuktikan dengan adanya
tingkat efektivitas yang sangat efektif dengan persentase 60,87% untuk kategori
tidak memiliki kredit macet dan 26,09% untuk kategori perubahan kredit macet
yang turun. Secara umum dapat disimpulkan bahwa, struktur pengendalian intern
yang efektif dapat menekan terjadinya kredit.
Setelah melakukan penelitian dan pembahasan maka peneliti mencoba

mengajukan saran perbaikan yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar



pertimbangan atau masukan bagi LPD dan peneliti selanjutnya, yaitu: (1) bagi
LPD, agar manajemen LPD tetap mempertahankan dan meningkatkan
pengetahuan, pemahaman serta penerapan efektivitas struktur pengendalian intern
dalam upaya menekan terjadinya kredit macet pada Lembaga Perkreditan Rakyat
se kabupaten Buleleng. Karena kredit merupakan produk LPD yang menghasilkan
asset terbesar diantara produk LPD lainnya, sehingga diperlukan perhatian yang
lebih terhadap perkreditan. (2) bagi peneliti selanjutnya agar dapat mencari
variabel lain yang berhubungan dengan kredit macet, dapat menggunakan sampel
yang lebih banyak lagi dengan menggunakan lokasi yang berbeda pula serta
melakukan pengujian dengan alat analisis statistik yaitu regresi sederhana. Alat uji
berupa kuisioner yang digunakan nantinya agar lebih disempurnakan lagi karena
pada penelitian ini terdapat kelemahan penelitian pada kuisioner dimana

pertanyaannya yang bersifat terlalu teoritis.
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